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KPK PROSES LAPORAN MAKI SOAL DANA TAMBANG NIKEL ILEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar: 
https://m.jpnn.com/news/kpk-mulai-proses-laporan-maki-soal-dana-tambang-nikel-ilegal-untuk-

kampanye-pemilu  
 

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menindaklanjuti laporan terkait 

dugaan penggunaan dana pertambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara untuk 

kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri 

mengatakan tim pengaduan masyarakat (dumas) KPK sedang mempelajari dan menelaah 

laporan MAKI tersebut. "Masih dalam tahap telaah di pengaduan masyarakat," kata Ali 

Fikri dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024). 

 Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan laporan MAKI sudah dalam 

penelaahan tim dumas. "Masih telaah di dumas," kata Marwata. KPK dipastikan telah 

mengantongi sejumlah data terkait dugaan pertambangan ilegal, termasuk soal aliran uang 

untuk kampanye. Laporan dari MAKI akan menjadi sumber data untuk melakukan 

penyelidikan. 

 "Tapi itu sebagai sumber data yang sedang kami lakukan penyelidikan di 

Konawe," kata Ali Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu menuturkan pihaknya 

sedang memproses perkara dugaan pertambangan ilegal di Kabupaten Konawe Utara, 

Sulawesi Tenggara. "Kami juga kan lagi proses perkara yang lama dan lagi berjalan. 

Ditelaah dan analisisnya di bagian pengaduan masyarakat," tegasnya. 

 Laporan itu sebelumnya dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) 

ke KPK pada Kamis, 21 Desember 2023. MAKI menduga hasil dari pertambangan ilegal 

sebesar Rp400 miliar digunakan untuk kampanye pada Pemilu 2024. Sebelumnya, MAKI 
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melaporkan dugaan penggunaan dana pertambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara 

untuk kampanye Pemilu 2024 ke KPK pada Kamis, 21 Desember 2023. 

 

 Koordinator MAKI Boyamin Saiman menuturkan, pemilik pertambangan ilegal 

itu merupakan tim sukses salah satu kandidat pada Pilpres 2024. "Saya hari ini 

melaporkan dugaan penambangan ilegal yang diduga untuk dana kampanye, 

sebagiannya, karena pemilik utamanya menjadi salah satu tim kampanye," kata Boyamin 

di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kendati begitu, Boyamin tidak menyebutkan 

secara gamblang tim kampanye mana yang menerima uang Rp400 miliar dari 

pertambangan ilegal itu. "Saya mohon maaf tidak menyebut kampanye dari pasangan 

nomor berapa, nanti KPK yang menindaklanjuti," ujar dia. 

 Berdasarkan perhitungan MAKI, pertambangan ilegal itu menghasilkan uang 

sebesar Rp 3,7 triliun di mana Rp 400 miliar di antaranya digunakan untuk kampanye. 

Boyamin pun membeberkan ada tiga modus aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan 

oleh perusahaan tersebut. Modus pertama adalah pertambangan itu tidak memiliki izin 

karena izin yang mereka gunakan adalah izin milik perusahaan yang sudah dinyatakan 

pailit. Modus kedua, ujarnya, perusahaan tersebut tidak mengantongi izin dari 

Kementerian Kehutanan dan tidak membayar iuran.  Modus ketiga, dokumen terbang atau 

dokter.  Yakni seakan-akan diizinkan itu, kemudian dipakai untuk menjadikan legal 

tambang-tambang yang ilegal tersebut. 
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dana-tambang-nikel-ilegal, “KPK Proses Laporan MAKI Soal Dana Tambang Nikel 

Ilegal”, tanggal 25 Januari 2024; 

2. https://m.jpnn.com/news/kpk-mulai-proses-laporan-maki-soal-dana-tambang-nikel-

ilegal-untuk-kampanye-pemilu, “KPK Mulai Proses Laporan MAKI Soal Dana 

Tambang Nikel Ilegal untuk Kampanye Pemilu”, tanggal 26 Januari 2024. 

 

Catatan: 

Terkait penambangan ilegal dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan kondisi berita  

tersebut diatur pada: 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara  pada Pasal 158 menyatakan bahwa, “Setiap orang yang melakukan 

usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun dan denda paling 

banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”; 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum pada: 

a. Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa, “Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye 

dilarang menerima sumbangan Dana Kampanye atau bantuan lain untuk 

Kampanye yang bersumber dari: 

a) pihak asing; 

b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; 

c) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan  

d) pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan 

lain.”; 

b. Pasal 120: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Peserta Pemilu yang dengan sengaja 

memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye 

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), 

Pasal 27 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 

72 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”; 

2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan 

keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”. 


